
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-Oaerah Kabupaten Oalam 
Lingkungan Propiosj Jawa Barat (Serita Negara 
Tahun 1950); 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b d.an huruf c di eras, Tata cara 
Penyelenggaraan Sewa Menyewa tersebut perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan 
terhadap sewa fa.silitas soslal dan fasilitas umum sebagaimana 
dlmaksud pada huruf b di atas, perlu diatur ketentu.an tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Sewa Menyewa Tanah fasilita:s 
Sosial dan Fasllitas Umum Milik Pemerintah Oaerah Kabupten 
8ekasi; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Oaerah Kabupaten Bebsi 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rettibusi Oaerah Pemanfaatan 
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dapat dilak:ultan metatui 
sewa menyewa; 

a. bahwa aset daerah yang berupa tanah fasili1as sosiaf dan 
fasilitas umum yang merupakan hasil serah terima dari 
ke~jiban perusaha.an pengembang perumahan dapat 
dimanfaatkan untuk keperluao masyarakat untuk jenis-jenis 
kegiatan pendldlkan, perlbadatan, olahraga dan komerslal; 

Menimbang 

DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
TATA CARA PENYELENGGARAAN SEWA MENYEWA TANAH FASIUTAS SOSIAL 

DAN FASIUTAS UMUM MIUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR : 54 - u:: 201~ 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

,:/Ju/1ali dJefcr.,i 

' _, 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahu.n 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna 8angunan dan Hak Pakai Aras Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Nomor 3643); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenl\Jkan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara. Repub1ik 
Indonesia Nomor 5234); 

- 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Oaerah (lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125., Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah 
dlubah beberapakali terakhir dengan Undang·Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pervbahan Kedua Atas 
Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang·Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenta.ng Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusl Daerah { Lembaran Negara Republik lndone,sia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

2 Undang·U.nd.tng Nomor S Tahun 1960 tentana Per.nur.att 
Oas.ar Pokok·?okok Agraria (Lembaran Negara 'Repub11k 
mdenesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 2043); 

3 Undang·Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemaka,an Tanah Tanpa flll'I yang Serhak atas Ku-a.sanva 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 2106); 

4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 centang 

Penetapan luas Tanah Pertanio,m {lembaran Negara 
Ropublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117); 

- ~ 



13.Peraturan Mcnteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pcngelolaan Sarang Milik Oaerah; 

14.Petaturan Menter! Oalam Negerl Nomor 1 Tahuf'I 2014 
tentang Pernbentukan Produk liukum Oaerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

15.Peraturan Daerah K.abupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang urusan Pe-merintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahon 2009 
tentang o,gani.sasi Perangkat Daerah Kabu~ten Bek.Mi 
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Noma< 7) 
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir den5<1n 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedu.a Atas Peraturan Oaerah Nomor 7 
Tahon 2009 tenta.ng Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten 
Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Beka:si Tahon 2012 
Nomor 8); 

17. Peraturan Oae,ah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabup.aten Bekasi 2011· 
2013 (Lembaran Daerah K.ibupaten Sekasi Tahun 2011 
Nomor 12); 

- 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4609} sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengclolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4855); 

lO_Peratura.n Pemenntah NomOf 38 Tahun 2007 tentang 
Pembag,an Urvsan Pemeru\tahan Antara cemersnteb, 
Pemcrintahan Daerah Ptovinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 82. Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833): 



Oalam Pe,atu,an Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Sekasi. 
2. Bupati ada1ah Bupati Bekasi. 
3. Sekretaris Oaerah adalah Sekretarts Oaerah Kabupaten Sekasi selaku Pengelota Ba.rang 

Mlllk Oaerah. 
4. Pemerintah Oaerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai u.nsur penyelenggara 

Pemefintahan Oaerah. 
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya di.singkat 

BPMPPT adalah Sadan / Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang mempunyai ltewenangan 
dibidang perizinan. 

6. Kepala 8.adan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perb:inan Terpadu 
Kabupaten Bekasi. 

7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Sadanusaha Mihk Negara, 8adan us-aha Mllik C>aerah 
dengan nama dan, dalam beotuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Ko:ngsi., 
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensh.m, bentuk usaha 
tetap serta bentuk usaha lainnya. 

8. Rencana Tata Ruang Wi1ayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata 
Ruang: Wilayah Kabupaten Bekasi. 

9. Sewa adalah pemanfa:atan fasilitas sosiat dan fasilitas umum mirik daerah oleh orang 
pribadi atau badan hukum dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang 
tunai atau retribusi setiap tahun. 

10. Perjanjian sewa menyewa adalah perj.anjian yang dibuat antara Sadan yang mewakifi 
Pemerintah Oaerah dengan orang pribadi atau badan hukum dalam pemanfaatan fasiJitas 
sosial dan fasilias umum milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

11. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMS adalah ltin '13ng diberllcan kepada 
sesecrang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunaa, 

Pasal 1 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN 

TATA CARA PENYElENGGARAAN SEWA MENYEWA TANAH FASIUTAS 
SOSIAL OAN FASILITAS UMUM MIUK PEMERINTAH OAERAH 
l<ABUPATEN BEKAS1 

Menetapkan 

19. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Retribusi Oaerah {lembaran Oae,ah Kabupaten Be.kasi 
Tahun 2012 Nomor 9). 

18.Peraturan Oaerah Kabupaten 8elc.asi Nomo< 4 Tahun 2012 
tentang Keterttben Umum (lemba.ran Oaerah K.Jbupaten 
eekasl Tahun 2012 Nomor 4); 



Da1am hal persvaratan sebagalmana dimaksud pada Pasal 3 telah dipenuhi dan berita acara 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 telah dipenuhi, m.aka Sadan menylapkan Draft perjanjlan 
sewa menyewa tanah fasos fasum yang sekurang - kurangnya memuat; 

Pasal 6 

Apabila permohonan dianggap kurang. lengkap, maka kepala Sadan mengemba1ikan kembali 
berkas permohonan kepada Pemohonan untuk dilengkapi persyaratannya sesual dengan 
ketentuan Pas.al 3. 

Pasal 5 

Permohonan yang diajukan dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimak.sud pada Pasal 3 
selanjutnva dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan yang dituangkan datam bertta acara. 

Saglan Ketiga 
Penerbitan 

Pasal 4 

Permohonan sewa menyewa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), wajib 
d;lengl<api dengan: 
1. Rekomendasi Bupati; 
2. Fotokopi KTP pemohon; 
3. Proposal kegiatan; 
4. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Yavasan; 
5. Surat Persetojuan warga/lzin Tetangga yang diketahui RT dan RW setempat; 
6. NPWP Perosahaan; 
7. Rekomendasi pengembang perumahan; 
8. Rekomendasi Kepala Oesa/Lurah; 
9. Rekomendasi Camat; 
10. Rekomendasi Teknis (Kementrian Agama/Oinas Kesehatan/lnstansi yang terkait); 
11. Gambar rencana tapak perumahan (Site plan} • 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal 3 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang akan m@manfaatk-an tanah fasilitas sosial dan fa$tlitas 
umum wajib mengajukan permohonan sewa menyewa kepada Bupati melalui Sadan. 

(2) Sewa menvewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis kegiatan: 
a. Sarana pendidiki'in; 
b. Sarana olahraga; 
c. Sarana peribadatan dan; 
d. Sarana Komersial. 

Bagian Pertama 
Umum 
Pasal 2 

SABI 

TANAH FASIUTASS0$1Al. DAN FASIUTAS UMUM 

.J 



Setiap pemanfaatan sewa menyewa tanah fasos fa.sum milik Pemerintah Kabupaten Beka.si 
dikenakan Rettlbusl yang besarannya ses.uai dengan ketentuan Peratutan Oaerah yang 
mengatur tentang Retribusi Oaerah. 

BAB Ill 

RETRIBUSI 

Pasal 10 

(1) Apabila jangka waktu sewa menyewa sebagaimaoa dimaksud pada Pasal 8 telah berakhir 
dan Pemohon akan melakukan perpanjangan, maka sekurang-kurangnva 1 (satu) bulan 
sebelum berakhirnya perjanjian scwa menyewa Pemohon mengajukan kembati 
permohonan sewa menyewa kepada Kepala Sadan deogan melengkapi persyatatan 
sebagaimana berikut ; 

1. Asli surat izln fasos lama yang habls masa berlakunya; 
2. Rekomendasi 8upati; 
3. Fotokopi KTP Pe!"ohon; 
4. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan /Yayasan; 

S. Bukti sctoran Retribusi 2 tahun terakhir. 

{2} Tata cara penerbitan perjanjian sewa menyewa mengacu dan berpedoman pada 
ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7. 

Pasal 9 

(1) Jangka waktu sewa menyewa fasilitas sosial dan fasilitas umum paling lama selama 5 (lima) 
tahun. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya dapat dilakukan 
perpanjangan dengan ketentuan tidak terdapat perubahan fungsi dan peruntukan. 

Jangka waktu 

Pasal 8 

Draft perjanjian sewa tanah fasos fasum sebagaimana dimaksod pada Pasal 6, selal'liutnya 
disampaikan oten Kepala Sadan kepada Sekretaris Oaerah selaku Pengefola 8arang Oaerah 

untuk ditandatangani dengan saksl-saks! darl Dimas Tarkim, DPPJCA dan Bagian Administrasi 
Kerjasama. 

Pasal7 

1 Subjek peqanjlan, 
2 Ob1ek perJanpan; 
3. Ruang hngkup; 
4. Hak dan kewajiban para p1hak; 
5. Jangi<a waktu; 
6. larangan pengalihan perjanjian; 
7, Keadaan memaksa/force major; 

8. Penyeiesaian perselisihan; 
9. Pengakhiran perjanjian 

10. Addendum; 
11. Penutop. 



1> fBUPATI SEKA.SI ,,C 

Ditetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggal 1 october '!01( 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peratwan Bupati ini 
dengan penempatannya daJam Serita Daerah Kabupaten Bek.asi. 

Peraturen Bupatl inl mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

• 

' 


